
WALI KOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAIIAIT PERATI'RAI{ WALI KOTA BATU ITOMOR 79 TAIIUN 2017
TENTANG KEDT'DUI{AN, SUSUNAN ORGANISASI, I'RAIAI{ TUGAS DAI{
TIIIiIGSI, SERTA TATA KERJA UITIT PEIIIGELOIII BATU S.MART CIfr

DENGAI{ RAHMAT TUHAI'I YANG MAIIA E,SA

WALI KOTA BATU,

Menimbang bahwa sehubungan dengan adalya penambahan uraian
tugas dan pekerjaan tenaga teknis Informasi Teknologi

darr pengelola Batu Smarf Citg, pF-rlo menetapkan
Perubaha.n Peraturan Wali Kota Batu Nomor 79 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, serta Tata Keia Unit Pengelola Batu
SmanAfu;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 TaIun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (L€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 41 18);

2. Undang-Unda-ng Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangal Negara (l,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamba]'arl
kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan NegaJa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi darl Transaksi Elektronik (l€mbaran



Negara Republik lndonesia Tahun 2OOg Nomor
58, Tambalan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (I_€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
trmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 44OO);

6. Undaag-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang
Pelayanan Publik (Lembaraa Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambah
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O3gl;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan peraturan perundang_Undangan
(l,embarar Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor 82, Tambahan lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undarg Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2O11 tentang pembentukan peraturan
Perundang Undanga-n (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tarnbahan
lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 639g);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Ifmbaran Negara Republik
Indonesia Taiun 2Ol4 Nomor 6, Tambahar
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomoi 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (I€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomo. 244, Tambaharl
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimara telah diubah beberapa kali, teral<hir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubaian Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin an
Daerah (lembaran Ne ra Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2O14 tentang
Administrasi Pemerintahan (I-embaral Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 20L2
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (l,embaran Negara Republik
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lndonesia Tahun 2012 Nomor 1g9, Tambahalr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ss48);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang_Undang Nomor 25
Talun 2009 tenta-ng pelayartan pubtik (tembaral
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahal Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana
telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor
28 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pelaksanaal Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahal Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (L€mbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telai diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintal
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahar kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaal da.rr Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahal Daerah (l€mbarar
Negara Republik Indonesia "fah:un 2Ol7 Nomor 73,
Tembahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangar Daerah {Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambaha-n Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanar Publik (l€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
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lSs,Tambaha-n Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5464);

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2O14 tentang
Peraturan Pelaksanaaa Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentarg pembentukan peraturan
Perundang-undangan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang pedoman pela-ksanaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan
Keuangan Daerah;

20 Peraturar Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan
Minimal Bidang Komunikasr dal Informatika di
Kabupaten/Kota;

21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 27lPER/M.KOMINFO / t2/2}tt tentang
Petunjuk Teknis Starda-r pelayanan Minimal
Bidang Komunikasi dar Informatika di
Kabupaten / Kota;

22. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Talun
2014 tentang Pedoman Inovasi pelayanan publik;

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Roadmap Pengembangan Sistem pengelolaan

PengaduaII Pelayanan Publil<,
24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Inforrratika
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Malajemen
Pengamanal Informasi;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2O18
tentang Pedornar Sistem Pengaduan PeLayana:.r

Publik Na$onal;
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Menetapkan

28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor g Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok pengelolaar Keuangan
Daerai;

29. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2012
tentan g Pelayanan publik;

30. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan
Daerah Kota Batu Nomor I Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
Susun Perangkat Daerah;

31 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 201g
tentang Rencana Pembangunar Jalgka Menengah
Daerah Tahun 2Ol7 -2022;

32. Peraturar Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2019
tentang pengelolaan Barang Milik Daerah;

33. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 28 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan pemerintah Kota Batu;

34. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 78 Tahun 2017
terltang Mqster Pl/rn Bat! Smdrt Citg:

35. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 79 Tahun 2Ol7
tentang Kedudukar, Susunan Orgaltsasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, serta Tata Keda Unit pengelota

Batu smart civ;
36. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 111 Tahun 2020

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Ttrgas dan Fungsi, serta Tata Keda Dinas
Komunikasi dan Informatika;

37. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 74 Tahu.n 2c20
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, serta Tata Keda Dinas
Kom unikasi darr Informatika'

MEMUTUSKAN:

PERUBAIIAf, PERATURA.N WAI,I KOTA BATU
NOMOR 79 TAHUN 2017 TEI{TANG KEDI'DUKAI{,
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TI'GAS DAIT
FUITGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PENGEI,OIII
BATU SMART CITY.

Pa8al I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Batu Nomor
79 Tahun 2017 telrtz^r.g Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian T\lgas dan Fungsi, serta Tata Ketja
Unit Pengelola Batu Smor, Ctry diu bah sebagai berikut:
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Pasal I

1- Ketentuan Pasal 1 ditarnbahkan 2 (dua) angka yaitu
angka 27 dan argka 28, sehingga pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud
dengan:
1 Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota

Batu.
3. Wali Kota adalah Wati Kota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kota Batu.
5. Perangkat Daerah adatah unsur pembantu

kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

6. Satuan Keda Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan
Keia Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Batu.

7. Kepala Satuan Kelja Perargkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Kepala SKPD adala-L
Kepala Satuan Keda Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Batu yang
berkaitan dengan program Balu Smdrt AtA.

8. Dinas Komunikasi dar Info atika adalah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi
dan lnformalika Kota Batu.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengar
peraturan daerah.

11. Pemerintahan Elektronik atau epovemment
(berasal dari kata el.ectronics govemment, juga
disebut e-gou, digital gouernment, online
gotetunent atau dalam konteks tertentu
trarsformational gouernment) adalatr
penggunaar teknologi informasi oleh
pemerintah untuk memberikan informasi dan
pelayalan bagi warganya, urusan bisnis, serta
hal-hal lain yang berkenaan dengarr
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pemerintahan. E Gouernment dapat
diaplikasikan pada legislari-f, yudikatif, atau
administrasi publik, untuk meningkatkan
efisiensi intemal, menyampaikan pelayanan
publik, atau proses kepemerintahan yang
demokratis Model penyampaian yang utama
adafah Gouernment-to Citi.zen atau Govemment-
to-Customer G2q, Gouernment-to-Ehtsiness

lG2B1, sefia Govemment-to<)ouernmerlt lG2G).
Keuntungan yarg paling diharapkal dari e-
gouernment adalah peningkatan ehsiensi,
kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik
dari pelayanan publik.

1 2. Unit Pengelola Batu Smart AtA yang
selanjutnya disebut Unit Pengetola adalah Unit
Pengelola Smal Cilg Pemerintah Kota Batu ya]1g

dikelola oleh Dinas Komunikasi dart
Informatika.

13. Ketua adalah Ketua Unit Pengelola Bat1l Smart
ciw.

14. Smart Citg adalah kota cerdas/pintar yang
inovatif mengguna-kal Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) berkelanjutan da_lam

membantu masyara-l@t kota mengelola sumber
daya yang ada denga! bijal<saIa dan ehsien,
memberikan informasi yang tepat kepada
masyarakat/tembaga dalam rangka
meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi
perkotaan, jasa, dan daya saing sambit
memastikan dapat memenuhi kebutuhal
generasi sekarang dan masa depan melalui tata
pemerin tahan yang partisipatif.

15. Integrasi adalah adanya keterkaitan antar sub
sistem, sehingga data dari satu sistem secara
rutin dapat melintas, menuju, atau dia-rnbil oleh
satu atau lebih sistem yang lain.

16. Source Code adalah kumpulan pernyataan atau
deklarasr bahasa pemrograman komputer yang
ditutis dan dapat melintas, menuju, atau
diambil oleh satu atau lebih sistem yarg lain.

17 Command. Center adafah mang yang berfungsi
sebagai pusat pemantauan bangunar,
menBendalikan operasi, dan lain-lain,

18. Workstation adatah komputer yang
memanfaatkan jaringan untuk menghubungkar
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komputer tersebut dengan komputer lain atau
komputer tersebut dengan seruer. Pemanfaata-n
jaringan tersebut dapat berupa sharing data,
shaing printer, dan sebagainya. Apabila tedadi
kerusakan pada komputer uorkstotion, artiILya
komputer yang digunakan tidak dapat masuk
dalam jaringan sehingga tidal< dapat
berkomunikasi dengan komputer seruer
maupun komputer lain dalam jaringan terset ut.

19. Peta Digital adalah representasi lenomena
geografrk yang disimpan untuk ditampilkan dal
dianalisis oleh komputer.

20. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang
ditujukan kepada kelompok target atau individu
agal mereka memperoleh informasi, timbul
kesadaran, menerima, dan akhimya
memarfaatkan informasi tersebut.

21. Closed Ara,Lit Teleui.sian yang selanjutnya
disingkat dengar, CCTV adalah perangkat
kamera video digrtal yang digunakan untuk
mengirim sinyal layar monitor di suatu ruang
atau tempat.

22, Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawar Pemerintah dengan
Perjanjian Kela yang diangkat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintEh atau diserahi tugas
negara lainnya darr digaji berdasarkal
peraturan perundang-undangan.

23. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Tel].aga Non PNS adalah tenaga keta yang

diangkat oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala
SKPD lain untuk membantu pelaksanaan tugas
yang bersifat teknis operasiona-l dan
administrasi sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan.

25 Surat Pedanjian Kerja selanjutnya disingkat
SPK ada.lah perJarjian tertulis antara Tenaga
Non PNS dengan Pemerintah Daerah },ang
memuat syarat-syarat keia, kewajiban, dan
hak para pihak dalam jangka waktu tertentu.
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26. Penghasilan adalal imbalar sejumlah uang
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada
Tenaga Non PNS atas pelaksanaan tugas dan
pekeiaa-nnya.

27. Tenaga Teknis Informasi Teknologi yang di
sebut Tenaga Teknis IT adalah Tenaga Non PNS

yang merupakan tenaga ke{a yang memiliki
kemampuar teknis operasional dan
pengalaman di bidang teknologi dan informasi,
yang dilengkapi dengan sertilikat keahliar dan
kompetensi di bidan8 lT.

28. Tenaga pengelola Batu Sm@/, Citg adalah tenaga
Non PNS yang merupakan tenaga keia yang

memiliki kemampuan dan pengalaman di
bidarg administrasi, dokumentasi dan
peliputan, yalrg dilengkapi dengan sertifikat
keahlian dan kompetensi di bidang IT.

2. Di artara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkann 4
(empat) Pasal, yakni Pasa.l 15A, Pasal I5B, Pasal

15C, dan Pasal 15D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pesal 154

(l) Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (l) terdiri:
a. tenaga teknis lT; dan
b. tenaga pengelola batu smart citA.

Pa..l 158

(1) Tenaga Teknis IT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal I5A ayat (1) metiputi:
a, tenaga programer;
b. tenaga sistem analis;
c. tenaga alalisis dan surveAor dat,'i,

d. tenaga database administrator;
e. tenaga tekniai kelistrikan; dan
f, tenaga teknisi jaringan.

(2) Tenaga Pengelola Bafrt Smut CilV sebagai mana

dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2) meliputi:
a. desain grafis dan animasi;
b. videografer;

c. fotograJer;

d. admin media sosial dan penulisan content
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e. tenaga operator CCTV;

f. tenaga umum harian;
g. operator d.ashboard; darl
h. call ceater.

Pasal 15C

Tenaga Teknis lT sebagaimana dimal<sud dalam
Pasal 15B ayat (1) mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. Tenaga Programmer.
1- menerjemahkan dokumen hasil

perancargan dan desain aplikasi ke datam
kode program sesuai dengan platform yatlg
telah ditentukan;

2. menerjemahkan dokumen pengembangan
dal desain aplikasi ke dalam kode program
sesuai dengan platfom yang telah
ditentukan;

3. melakukan pengujian pada kode program
yang sedang dike{akal untuk memeriksa
fungsi dalarn program;

4. perbaikan kode program sesuai dengan
hasil pengujian yang sudah dilakukan;

5, meLal<ukarl integrasi sesuai dengan hasil
analisa yang diterima;

6. koordinasi dengan tim jaringan untuk
menyediakan seruer baik untuk produksi
ataupun pengujian aplikasi; dan

7. koordinasi dengan programer pihak lain
berdasarkan hasil alalisa.

b. Tenaga Sistem Ana-lis.

1. melakukal penelitian awal untuk
memahami kebutuhan sistem yang al<an

digunakan dengan cara berkoordinasi
dengan pihak pengguna sistem;

2. melakukal perencanaEm untuk membuat
perangkat lunak atau sistem sesuai dengan
kebutuhan;

3. melakukan koordinasi secara internal
dengan cara mempresentasikan hasit dari
penelitian dal perencanaal awal dalam
membuat perangkat lunak atau aplikasi
yang dibutuhkan;
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c

4. melakukaIl analisa kebutuhan sistem
berdasarkan referensi dan dokumen
penunjang sistem/aplikasi ;

5. menentukan batasart masalah;
6. menyusun model konseptual dan spesifikasi

kebutuhan fungsional;
7 membuat perancangan aplikasi dengan

menggunakan pemodelan unified. mod.eling
tdllguage;

8. membantu project manager atau ketua tim
dalaE merancang perangkat lunak atau
program aplikasi yang efektif dan efisien
untuk mencipta.kan aplikasi yang baik;

9. sela.lu berkoordinasi dengan tim untuk
menyelesaikan permasalahan pada saat
aplikasi sedang dalarn proses pengedaan:

10. melakukan pengujian terhadap perangkat
lunak atau sistem yang sudah dikeialan
oleh tim;

I l. membuat manual book atau buku panduan
penggunaar dan pengoperasian aplikasi;

12. memaparka-n hasil aptikasi atau melal<ukan
demo penggunaan aplikasi kepada pihak
intemal dan pengguna setelah aplikasi
selesai;

13. melakukan koordinasi lanjuran dengan
pihak pengguna terkait tahapan
pengembangan aplikasi yang tetah dibuat;
dan

14. melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh atasar.

Tenaga aralisis dan Sl.rueuor Data.
l. bertanggung jawab da.lam melakukal

ana-lisis data untuk mendapatkan informasi
baru sebagai basis dalam pengambilan
kebijakan;

2. identifikasi sumber data, metodologi
ana.lisa, dan memaparkan hasil analisis
terhadap suatu isu yarg ada:

3. implementasi metodologi analisis data
dalam bentuk sgtutax algoitma,

4. serta melal<ukan ekstraksi data yang
dibutuhkan dari berbagai macam sumber
data seperti XLS, SQL, API; dan
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5. melalukan trarsformasi dan normalisasi
data sesuai kebutuhan analisis dan
membuat visualisasi data baik datam
bentuk statis (gralik) maupun interaktif
(urebl.

d. Tenaga Database Administator.
1. bersama SA membuat entitA relational

diagram dan logical relational structure
dengan asumsi pengerjaan 15 Hari;

2. dokumentasi proses integrasi data;
3. menjaga kemanan dan kera-hasiaan data;
4. Inputing datf.ke sistem (tOC, pottal dat3 dar.

ueb s€jenisnya);
5. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya;
6. pengisian laporan hariar di aplikasi yang

disediakan;
7. mengevaluasi sofruare databa.se,

8. melakukan pengawasarr terhadap modifrkasi
dari, sofiuare databqse yang ada untuk
memenu hi kebutuhan emplagea

9. menjaga integritas dan kineda basis data
peru sahaan;

10. menjamin bahwa data disimpan dengan
aman dan optimal;

11. memberi tah:l end user tentang perubahan
dalam database dan melatih mereka cara
untuk memanlaatkan sistem;

12. membuat user occounts baru dan perizinan;
13. menguji modifikasi pada struktur d@t@bq.se,

14. mengoplima.lkan sysrem databo-se dengarr

menginstal pembaruan secara teratur;
15. memperbarui program artti virus di seruer

database secara teratur;
16. mendiagnosis masalah yang ada pada

sgstem datqbqse dan memecahkar masalah
tersebut;

17. menggabungkan databo.se lalIl:a;
18. melakukan perencanaan kapasitas;
19. memantau perangkat keras dar sistem

operasi seruer dotobdse; daJ].

20. membuat back up dan memulihkannya
untuk mencegah kehilangan data.
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e. Tenaga Teknisi Kelistrikan-
1. bertugas melakukan pembangunal,

pengecekan, perbaikan dan
bertanggungjawab pada jaringan lisbik
n)ang command center batu smart citA dall.
jaringan listrik yang terhubung dengan
infrastruktur bdtu sfi{rrt ciu;

2. mendukung jaringan kelistrikan yang
menghubungkan sistem Lrafi, smart citg dan
si$tern e Gouenlmenl Pemerintah Kota Batu
dengan di ruang cotnmdnd center,

u.torkstation aplikq-si telepresenl dan ruang
sen)e\

3. bertugas melakukan pembalgunan,
pengecekan, perbaikan dan
bertanggundawab pada jaringan
komunikasi data yang terhubung dengan

bqtu smart citg, mengamankan dari celah
kesalahar serta monitoring data tralfrc
terhadap koneksi dan keamarran jaringan

batu smdft citg;
4. mendukung jaringan data dan intemet yang

menghubungkar sistem b@t , smatt cttg d,an

siste,n e-Gouenlment Pemerintah Kota Batu
dengan di ruang comnLand center,

uorkstdtion apliko-st telepresenl,

Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kota
Batu dan gedung Balaikota Among Tani.

5. menganalisa perencanaan, pembangunan
jaringan;

6. menganalisa troubleshooting jai\gani
7. mengawasi perencanaan, pembangunan

jaringan;

8. mengawasi perbaikan bila mana di
serahkan pihak ke 3 (tiga);

9. memonitoring perangkat setiap hari;
10. membuat gambalutnng setiap ada

penambahan perangkat pada server, dan
11. memonitoring setiap teljadi cuaca buruk,

sebab cuaca mempengaruhr keadaan
jaringar.

f Tenaga Teknisi Jaringan.
1. monrtoring infrastruktur jaringan di

Balaikota Among Tani dengan

menggunakan NMS yang sudah ada,
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sehingga jika ada masalah yang timbul bisa
cepat di tindak lanjuti;

2. menga-nalisa infrastruktur jaringar di
Balaikota Among Tani dengan
menggunakan NMS yang sudah ada,
sehingga jika ada masalah yang timbut bisa
cepat di tindak lanjuti;

3. melaporkan hasil analisa infrastruktur
jaringan di Balaikota Among Tani dengar
menggunakan NMS yang sudah ada kepada
atasan langsung, sehingga jika ada masalah
yarg timbul bisa cepat di tinda.k lanjuti;

4. mengaktifkan SNMP perangkat baru dengan
selting yar,g sudah ditentukan agar bisa
ditambahkan ke NMS;

5. mendaftarkan perangkat baru yang
dipasang ke NMS agar bisa dimonitoring
dengan mudal;

6. melakukan monitoring terhadap proses dan
penggunaan sAstem bandwidth di dalam
jarirgan metalui mikrotik;

7. menganalisa proses-proses dan penggunaan

sgstem bandwtdth di dalam jaringan mela-tui
mikrotitq

8. menjaga jfiingar internet agar tetap stabil
dengar melakukan perubahar/
penyesuaian pemakaian banduidth di
setting mikrotik tiap lantai di gedung

Balaikota Among Tani;
9. melaporkar proses-proses dan penggunaan

sistem b@nduidth di dalam jaringan melalui
mikrotik;

10. monitoring proses main gateuqg di mikrotik
distribusi;

11. menganalisa proses main gateuaA di
mikrotrk distribusi;

12. melaporkar p.oses main gateluaV dr

mikrotik distribusi;
13. monitoring keia sgstem prcry seruer di

jaringan Balaikota Among Tani:
14. menganalisa kerja syslem proxA senEr di

jaringar Balaikota Among Tani;
15. melaporkan keda system proxy senter di

jaringarr Ba.laikota Among Tani:
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16. monitoring DHCP seruer di perangkat

mikrotik yang menjadi DHCP sen)er aBar

tidak ada yang conlrcq
17. menganalisa DHCP sener di perangkat

mikrotik yang menjadi DHCP sen/er agar
tida-k ada yang conlicq

18. melaporkan DHCP seruer di perangkat
mikrotik yallg menjadi DHCP sen)er agat
tida-k ada yang conlicq

19. monitoring status kabel ya]rg tertancap di
router distribusi darl router tiap lantai;

20. menganalisa status kabel yarg tertancap di
router distribusi dart router tiap lantal;

21. melaporkan status kabel yang tertancap di
rozter distribusi dan router tiap lantai;

22. monitoring suhu ruang seruer agjar tetap
berada di suhu yang direkomendasikan
21'C-23' Ci

23. melaporkan suhu ruang senrer agar tetap
berada di suhu yang direkomendasikan
21',C-23' C;

24. rter.eirra laporan terhadap masalah yang

dialami oleh SKPD terkait jarinBan;

2 5. melakukan trcu bles hooting jarin gan in ternet
di setiap SKPD yang melaporkan jika ada
masalah teqadi dalam hal mengakses

internet;
26. melaporkan hasil ke{a yang dilakukan saat

menyelesaikarr troubleshooting dalam
masalah yang diatami SKPD terkait masalah
jaringan;

27. mengatur dan menangani trouble local area
nehxotk serla tuid.e area netruorh di Cedung
Balaikota Among Tani secara umum;

28, mengkrimping kabel local drea netu)ork
untuk dipakai ditempat yang

membutuhksn;
29. menerima laporan untuk pengaktifan port

locol orea netuork baru sebagai tambahan
ja.lur intemet di lingkungar SKPD pelapor;

30. mengal<tifkan port local area netuork untvk
penambahal jalur internet untuk
perangkat aktif di lokasi yang di inginkan
SKPD;
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31. memasargkan kabel locai areo network ke
peraflgkat akif yang di inginkan oleh SKPD
pelapor;

32. merapikan kabel local atea netuork *telah
dipasarg ke perangkat aktif yang di
inginkan oleh SKPD pelapor;

33. melaporkan pengaktifkar port local area
neturork untuk penambahan jalur intemet
untuk perangkat aktif di lokasi yang di
inginkan SKPD kepada atasan langsung;

34. pemeliharaan/merawat panel box
infrastruktur internet darr koordinasi
dengan pengguna jaringan tuar (CCTV
gedung dan uirleotron);

35. menambah sudtch ba-ru ke dalam panel box
jika sluitch yarlg terpasang sudah kehabisan
port lan;

36. melaporkan hasil Pemeliharaan/merawat
parel bor. infrastruktur kepada atasan
langsung;

37. menyiapkan koneksi intemet di tempat
tempal tenentu dimana biasanya sering
diadakan el'ent ata:u kegiatar sebagai cara
untuk mendukung konektifitas intemet di
dalam acara tersebut;

38. memberi pengarahan tentang penggunaan
inten@t dengan baik dan memberi
pemahaman tentang altifitas-aktifi tas yang
berpoten si mengganggu kelancaran jaringan
internet di gedung Balaikota Among Tani;

39 mengidentifikasi potensi adanya ancaman
keamanan terhadap jaringan loka.l maupun
publik;

40. melakukan evaluasi dan pengembangan
pendekatan solusi terkait dengan keamanan
sistem informasi dar jaringan;

41, membuat topologi konfigurasi jaringan dan
bluepint jaringan infrastruktur di gedung
Balaikota Among Tani;

42 menguji dan mengevaluasi flarduare dall
sofi,utre untuk menentukan efisiensi,
reabilitas dan kompabilitas dengan sistem
yang ada dar membuat rekomendasi
pembetiart;
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43 koordinasi dengan pengguna jaringan
tenBtang bagaimana untuk memecahkan
masalah sistem yang ada;

44. memberikan saran dalam pengembangan

infrastruktur jaringan di balaikota
amongtani, seperti halnya penggantian
perangkat yang sudah tidak layak pakai
sehingga mengganggu jalarnya koneksi
intemet;

45. menerima permintaan pembuatan uirtual
priuate sen)er untuk meletalkan aplikasi
yang dimiliki SKPD;

46. menyiapkan uirtual private seruer apabila
dibutuhkan oleh SKPD untuk meletalkan
aplikasi yang mereka miliki, serta
membantu dalam hal deplWment aplrkasi
jika diperlukan;

47. melaporkan penyelesaian pembuatan uirtuol
priuate server kepada atasan langsung
supaya di deliuery ke SKPD terkait;

48. menerima p€rmintaan hosting aplika.si/
uebsite dari SKPD Kota Batu;

49. menyiapkan akun web panet untuk
deplogment oplikasi dari SKPD jika SKPD

tidak secara spesifik meminta uirh)al piudte
sen)er, sehingga memudahkan untuk
manogement oplikdsi dari Kominfo;

50. membuatlcan akun 1tp untuk mengupload

file website ke hosting;
51. melaporkan dan memberikan akun akses

yang diperlukan :lntuk meremote hosting
uebsite/ aplikasi;

52. menerima permintaan pembuatan a]<un

database untuk aplikasi yang diperlukan
SKPD;

53. menyiapkan datdbdse kosongan serta user
dan passuord untuk mengaksesnya;

54. melaporkan dan memberikan akun akses
yang diperlukal untuk mengakses
database;

55. melakukan baclatp detoba.se dan data
apltkasi di setiap seruer setiap periode

waktu yang di tentukan; dan
56. menyimpan bachtp seruer di hardisk

ertemal *cara terpisah berdasarkan bulan
dan tahun.

Hdma 17 dari 22 blo.



Pasal lsD

Tenaga Pengelola Batu Smart Cifg sebagaimana
dimaksud dalam Pasal l5B ayat (2) mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. Desain Grafrs dal Animasi.
1. bertugas menciptakan bentuk komponen

ilustrasi, tipografi, fotografi atau gra-fis

motion pada aplikasi, uebsife, 'rideo animasi
dan media desain lainnya;

2. membangun dan mengembangkan tampilan
desain untuk baflJ snart citg, ueb
bafitkota.go.id, ueb SKPD, berbagai media
daring yang dimiliki Dinas Komunikasi dan
Inlormatika linstogram, facebook, Aoutube,
huitter);

3. melakukan pendayagunaan elemen desain,
lagout, dart proses teknis desain/infograhs
yang informatrf dal komunikatif yang
bersifat positif;

4. menyampaikar pesan Pemerintah kepada
masyarakat dengan cara pembuatan desain
yang mudah dipalami dari tampilan
visualnya;

5. berperan dalam memecahkar masalah yang
timbul di lingkup tertentu lewat iklan
layanan masyarakat dan infografis;

6. melakukan kajian dart pembuatan desain
ucapan hari-hari besar penting dan
informasi sejarah pengetahuan baik
nasional maupun intemasional untuk
informasi pengetahuan publik;

7. melakukan kajian dart pembuatan desain
hari jadi Kota/Kabupaten di Jawa Timur
terkait informasi dan pengetahuan publik;

8. memba-ntu pembuatan flq.r, baruter,

sampul buku, graJis mohbn beberapa
permintaan dari SKPD lain;

9. membantu pembuatan Jlg., desain
elektronik dari beberapa permintaan dari
SKPD lain terkait inlormasi publik

10. membantu pembuatan bumper animasi dari
beberapa permintaal dari Dinas untuk
keperluar loading acata;
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1 1. membantu pembuatan flger desain
informasi publik dari Dinas Kesehatan
mengenai perkembargan Covid-19 Kota

Batu;
12. melaksanalal tugas lain yartg diberikan

oleh atasan;
13. membartu tim videograli untuk pembuatan

rrideo; dan
14. membuat laporan pekerjaa-n sebagai

pertanggung jawaban pelaksaraan tugas.

b. Videografer.
1. mengikuti jadwal Wali Kota untuk membuat

content berupa foto maupun video;

2. membuat content foto maupun video seputar
kota wisata batu berupa konten kreatif
tentang, UMKM, pariwisata, kuliner,
maupun isu-isu positif terkait Kota Wisata
Batu;

3. menerima reguest pembuatan konten profil
maupun lomba dinas lain, bahkan instansi
lain seperLi Kejari, Polres, hingga Kodim;
dar

4. membuat contett foto maupun video terkait
hari hari besar nasional mupun Kota,
seperti video HUT Kemerdekaan RI dan
video HUT Kota Wisata Batu.

c. Fotografer.
1. mengikuti jadwal Wali Kota untuk membuat

content berupa foto maupun video;

2. membuat konten loto maupun video seputar
kota wisata batu berupa konten kreatif
tentang, UMKM, pariwisata, kuliner,
maupun isu-isu positif terkait Kota wisata
Batu;

3. menerima reguest pembuatan konten profil
maupun lomba dinas lain, bahkan instansi
lain seperti Kejari, Polres, hingga Kodim;

dan
4. Membuat @ntent foto maupun video terkait

hari-hari besar nasional maupun Kota,

seperti video HUT Kemerdekaan RI dan
video HUT Kota Wisata Batu.

d. Admin Media Sosial dan Penulisan Content.

1. bertugas menjalairkan interaksi dan
memberikal umpar balik secara terus-
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menems dalam media sosial batu sm@r, ciE
dengan mempromosikan dan mengupdate
informasi guna membangun komunitas
sosial media batu snarT citV dan
meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas
batu smart citg; dan

2. bertugas mengelola konten website
batukota.go.id dajn batu snqft ciu dengan
mengupa.d.tte konten rrebsife batukota.go.id.

dan baru smart cifu, mengumpulkan semua
informasi melalui wawancara dan
menelusuri melalui berbagai sumber
informasi serta memberikan informasi yang
benar dar terpercaya kepada masyarakat.

e. Tenaga Operator CCTV.

1. monitoring CCTV di seluruh wilayah Kota

Wisata Batu mengunakan aplikasi view

monitor CCTV;

2. melaporkan kebutuhan jaringan CCTV;

3. mengintregasikan jaringan CCTV di luar
agar terkoneksi dengan jaringan local;

4. melalukal perawatan terhadap kamera
CCTV yarrg sudah terpasang;

5. memelihara dan memwat DVR/NVR;
6. melakukan re@rding video CCTV dan

mengoptimasi kapasitas HDD;

7. melayani replag rearding video CCTV dari
SKPD terkait jika terjadi masalah
melibatkan pengawasan CCTV;

8. pengecekan jaringan CCTV untuk
kelancarang liue time uieu-t;

9. menyiapkan infrastruktur jair,gar. Video

Conference IVICON);
10. menjadi operator maupun host uideo

conferente IZOOM meeting, Vmeetl dan
mengatur jalannya VICON;

1 1. mengalalisa dan memecahkan masalah
saat keadaan loss kamera; dal

72. mernbodatp recording CCTV bila di
perlukan.

f. Tenaga Umum Harian.
1- menangari dan melayali complain dan

fee d.b oc k ke pad,a nasyara kat;
2 melakukan koordinasi dengan antar bidang;
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3. melakukan koordinasi dengar rekan antar
jabatar;

4. menjalankan kegiatan umum harian (surat
menyurat);

5. menerima tamu pada ruang command center
6. mempersHpkan rapat, notulensi, dan

dokumentasi;
7. pengenalan dan penjelasan BA'IT dan

aplikasi terhadap tamu;
8. menerima tugas tambahan dari atasan

langsung;
9. mengurus BPJS Kesehatan dan

Ketenagakedaar tenaga telois pengelola

bar.), snafi citA, d,an

10. melakukan kelengkapan administrasi untuk
pengajuan gaji bulanal tenaga teknis
pengelola batu snatt civ.

g. Operalor Da.shboard.

1. mengelola dan mengendalikan sgstem

d.a.shboard. smart citg pada perangkat
komputer operator do.sh.board;

2. melakukan disposisi laporan terkait aduan
masyarakat kepada SKPD yang terkait
seca-ra cepat dan tepat;

3. melakukan monitoring terkait penindak
lanjutan adual masyarakat;

4. melakukan monitoring terkait update data
pada seluruh sistem aplikasi batu smart
dtg;

5. melakukan monitoring jalannya system
batu sm@rt cil! darl memberikan laporan
kepada sistem aralis;

6. menyiapkan data yang diperlukan untuk
presentasi pada saat penerimaalr
kunjungan tamu maupun rapat SKPD yang
dilaksanakan diruatg command. center,

7. menerima laporan dari tim pendamping
petani terkait kendala sistem dilapangan
yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim
aplikasi; dan

8. melal<ukan presentasi terkait aplikasi batu
smart citg kepada tamu atau SKPD yang
berkunjung.
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h Call Center.

1- merespon aduan masyarakat mela.lui
aplikasi call center smarT citA dan
perangkat telepon;

2. menerima aduan melalui Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (SP4N) - La.yarrar Aspirasi dan
Pengaduan Online Ra.Llat (LAPOR!);

3. menyiapkan surat tugas dan
adminisbasi untuk penugasan tim media
sosial smart cily sesuai kebutuhan
pemberitaan yang baik dan positif; dan

4. mengelola administrasi dan beiita acara
tambahan sesuai dengan instruksi
atasan.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlal<u pada t€Iggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangar Peraturan Wali Kota ini dengal
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada ta.nggal lB Janua,n 2021

1VALI BATU.

Diundangkan di Batu
pada fanggal l8 Januari 2O21

DAERAII KOTA BATU,

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 31D
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DEWANTI RUMPOKO
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